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Abstract 

 
Remuneration is currently a hot issue among civil servants (Civil Administrative State) both at central and regional levels. 
Apparatus Civilian Welfare State in several agencies that have implemented a remuneration system increases significantly with 
increasing performance benefits received. The amount of remuneration allowance depends heavily on employee performance 
appraisal is concerned which includes the achievement of performance targets and assessment of work behavior. Performance-
based remuneration system does not apply to civil servants payroll system previously only seen from years of service, rank and 
class. This performance-based remuneration has long been used in many private sector. But in the new public sector in 2011 in 
several ministries / state agencies are given allowances remuneration. It is a stark contrast when compared with Singapore. In 
Singapore, civil servants are paid with competitive market prices in accordance with the capabilities and responsibilities. The 
scoring system of civil servants in Singapore known as 2P, ie employees assessed based Performance (performance) and Potential 
(potential) to do the tasks at a higher level, which is two levels above the current duties. Singapore government Singapore's mission 
to build a community public service class (developing a first class public service). Meanwhile in Indonesia, the performance of the 
apparatus and bureaucracy still can not make good governance despite Indonesian memujudkan welfare (salary and benefits) of 
civil servants has been increased from time to time. 
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Pendahuluan 

Pendekatan SDM Aparatur dalam 
pengelolaan sumber daya birokrasi menjadi 
sebuah pendekatan baru yang sangat penting di 
awal abad ini. Indonesia yang amat kaya 
sumber daya baik sumber daya alam maupun 
sumber daya manusia semestinya memiliki 
potensi besar untuk menjadi negara yang tidak 
dipandang sebelah mata oleh negara lain. 
Namun kenyataan yang ada, Indonesia sulit 
untuk membuat perubahan (kemajuan) dalam 
mengejar ketertinggalannya. Sebagai 
perbandingan dengan negara di Asia Tenggara 
yakni Singapura, yang notabene memiliki 
wilayah yang sangat kecil (±647,5 km2) 
dibanding dengan Indonesia (±1.990.250), 
sumber daya alam dan jumlah penduduk yang 
juga sangat sedikit dibanding Indonesia mampu 
menjadi negara yang sangat berpengaruh di 
dunia. Karena miskin akan sumber daya alam, 
maka Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan 

salah satu sumber kekuatan kompetitif bagi 
Singapura untuk bersaing dengan negara-
negara lainnya.  

Jika dibandingkan kinerja dan 
produktivitas birokrat (Pegawai Negeri Sipil) di 
Indonesia juga sangat rendah jika 
dibandingkan dengan Singapura. Hal tersebut 
yang membuat daya saing Indonesia, terutama 
dalam bidang ekonomi selalu tertinggal. Salah 
satu unsur penting dalam negara adalah 
birokrat (PNS) sebagai SDM yang mengelola 
jalannya pemerintahan. Maka jika tidak 
berkualitas jalannya pemerintahan juga akan 
terhambat dan terutama terwujudnya good 
governance juga akan sangat lambat. Melihat 
kinerja birokrat di negara-negara maju serta 
sistem yang diterapkan dalam manajemen PNS 
di Indonesia sangat berbeda. Contohnya dalam 
hal pendidikan dan pelatihan terhadap PNS. Di 
Indonesia, PNS belum mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan yang rutin dan 
berkelanjutan (sustainable) serta merata bagi 
semua pegawai. Sementara itu sebagai 
perbandingan, PNS di Singapura mendapatkan 
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pendidikan dan pelatihan rutin setiap 
tahunnya.  

Keunggulan Singapura terlihat dari 
pertumbuhan ekonominya. Singapura telah 
berhasil menjadi salah satu negara dengan 
pertumbuhan perekonomian tercepat dan 
menjadi kota pusat perdagangan terpenting di 
Asia Tenggara. Maskapai penerbangan 
Singapore Airlines menjadi The Best Airlines in 
the World dan bandara Changi International 
Airport menjadi The Best Airport in the World. 
Keberhasilan Singapura dalam menciptakan 
pelayanan publik kelas dunia (first class public 
service) yang sangat efektif, responsif, dan 
visioner juga menjadi penentu keberhasilan 
Singapura.  

Pelayanan publik kelas satu itu 
dipengaruhi sistem manajemen pemerintahan 
yang mampu menghasilkan SDM berkualitas 
dan memaksimalkan sumber daya yang 
dimiliki. Kinerja yang tinggi berpengaruh pada 
besarnya penghasilan PNS di Singapura serta 
peningkatan PDB per kapita setiap tahun. 
Reformasi birokrasi yang diterapkan berhasil 
membuat Singapura menempati peringkat 
keempat dunia dengan PDB per kapita sebesar 
US$52.840 atau Rp475 juta per tahun. 
Sementara Indonesia dengan PDB sebesar 
US$3.550 atau Rp30,7 juta per tahun dinilai 
masih tidak mampu menaikkan kesejahteraan 
aparatur negara. Gaji Presiden di Indonesia 
pernah menjadi wacana tersendiri untuk 
karena relatif kecil dibandingkan dengan gaji 
Presiden/Perdana Menteri di negara lain. 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah 
menyebut bahwa selama 7 tahun tidak pernah 
menikmati kenaikan gaji.  

Gaji Presiden di Indonesia 
dibandingkan dengan para direktur BUMN 
contohnya gaji Direktur Utama Bank Mandiri 
yang penghasilannya per tahun mencapai Rp 7 
miliar atau lebih dari Rp 700 juta per bulan, 
gaji Presiden SBY jauh di bawahnya. 
Sementara Gubernur Bank Sentral (Bank 
Indonesia mendapat gaji pokok Rp 41,1 juta 
plus tunjangan jabatan Rp 121,4 juta per bulan. 
Jika ditambah dengan beragam tunjangan, 
Gubernur BI bisa memperoleh Rp 2,4 miliar per 
tahun. Sementara gaji Presiden Indonesia 
Susilo Bambang Yudhoyono dilaporkan ‘hanya’ 
Rp62 juta per bulannya, artinya ‘hanya’ Rp744 
juta per tahun. Sementara itu gaji Perdana 
Menteri Singapura ditaksir lebih dari 3 juta 

dolar Singapura atau sekitar Rp20,6 miliar per 
tahun. Gaji menteri muda di Singapura bisa 
mencapai 2 juta dolar Singapura atau Rp13,7 
miliar per tahun. Ini terhitung besar jika 
dibandingkan dengan gaji Presiden Amerika 
Serikat yang ‘hanya’ US$400.000 atau Rp3,4 
miliar per tahun. (Data Tahun 2011). 
Sementara itu gaji PNS Singapura yang baru 
masuk terendah mencapai $ 2.350 atau sekitar 
Rp 16,4 Juta. Sedangkan Gaji terendah PNS di 
Indonesia pada tahun 2011 adalah Rp. 
1.175.000 untuk golongan Ia dan tertinggi Rp 
4.100.000 untuk Golongan IVe. Meski saat ini 
telah mengalami kenaikan sebesar 7% dengan 
adanya PP No. 34 Tahun 2014 menjadi sebesar 
Rp 1.402.400/bulan untuk golongan Ia dengan 
masa kerja 0 tahun dan tertinggi adalah Rp 
5.302.100/bulan untuk golongan IVe dengan 
masa kerja 32 tahun, namun terlihat bahwa 
kenaikan ini masih sangat jauh dibandingkan 
gaji PNS di Singapura yang mengalami 
kenaikan pula di setiap tahunnya. 

Adanya tambahan tunjangan kinerja 
atau remunerasi sangat dirasakan menambah 
penghasilan PNS di beberapa 
Kementerian/Lembaga. Sebagai contoh di 
Kementerian Hukum dan HAM besarnya 
tunjangan terendah untuk Grade 2 sebesar Rp 
1.645.000 dan tertinggi untuk grade 17 adalah 
sebesar Rp 19.360.000 berdasarkan 
Permenkumham No.M.HH-01.KP.08.01 Tahun 
2011. Pada tahun 2014 ini tunjangan kinerja ini 
akan mengalami kenaikan sesuai 
Permenkumham No. 7 Tahun 2014 dengan 
dinaikkannya grade jabatan dari yang ada 
sebelumnya. Namun demikian meski dengan 
adanya tunjangan remunerasi, kesejahteraan 
PNS di Indonesia masih sangat jauh jika 
dibandingkan di Singapura.  

Tiap akhir tahun PNS di Singapura 
juga menerima gaji ke-13 seperti di Indonesia. 
Namun di Singapura selain gaji ke-13 ada 
tambahan “bonus pertumbuhan” setiap 
tahunnya yang diberikan jika pertumbuhan 
ekonomi dinilai baik. Sebagai gambaran tahun 
2010 bonus yang diterima sebesar 0.5 kali gaji + 
300 dollar Singapura. Gaji setinggi itu 
merupakan bagian dari reformasi birokrasi di 
Singapura yang telah berlangsung lama, sejak 
tahun 1980-an. Sementara di Indonesia tidak 
ada “bonus” lain semacam itu sebagai bentuk 
keberhasilan investasi ataupun peningkatan 
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. 
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Namun meski demikian, pada tahun 2011, 
dikarenakan tingginya gaji para pejabat negara 
dan anggota parlemen di Singapura, para 
menteri bahkan pernah meminta agar gajinya 
diturunkan. Hal ini disebabkan keresahan 
warga Singapura yang menilai gaji pejabat yang 
dinilai terlampau tinggi, bahkan termasuk yang 
tertinggi di dunia. Partai berkuasa juga kerap 
dikritik lantaran banyaknya penerimaan 
tenaga kerja asing di Singapura dan 
meningkatnya harga perumahan serta biaya 
hidup. 

Namun  yang perlu ditekankan adalah 
bahwa tingginya gaji PNS Singapura bukan 
hanya disebabkan tingginya pertumbuhan 
ekonomi produk domestik bruto atau karena 
gaji PNS yang disetarakan dengan sektor 
swasta yaitu diukur 2/3 dari gaji tertinggi di 
enam sektor swasta yaitu akuntansi, 
perbankan, konstruksi, hukum, perusahaan 
manufaktur dan perusahaan multinasional. 
Namun hal ini terlebih karena kualitas 
pelayanan publik yang tinggi, indeks 
pembangunan manusia yang tinggi, dan juga 
nyaris karena tidak adanya korupsi di 
Singapura. Corruption Perception Index pada 
tahun 2010 diantara 25 negara Asia 
menempatkan Singapura pada posisi pertama 
skor “very clean” (9,3 dari skor 10) sementara 
Indonesia skornya 2,8 dengan predikat “highly 
corrupt”. Kesemua hal ini merupakan bukti 
kualitas SDM yang tinggi di Singapura 

Kualitas SDM yang tinggi terlihat dari 
kinerja dan kompetensi yang tinggi dari para 
PNS di Singapura. Pengembangan SDM 
(Human Resources Development) mengalami 
perubahan cepat karena sistem pelatihan dan 
pendidikan di Singapura yang didukung konsep 
desain yang jelas, berkelanjutan dan konsisten. 
Di samping itu sistem manajemen SDM PNS di 
Singapura juga menitikberatkan pada 
pembangunan manusia serta pengelolaan 
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 
mulai dari proses rekrutmen/seleksi, sistem 
reward and punishment hingga penempatan 
orang-orang terbaik pada posisi-posisi yang 
menentukan.  

Di Indonesia meskipun profesi PNS 
merupakan profesi yang memiliki prestise 
dengan jumlah peminat yang terus meningkat 
pesat di setiap tahunnya, namun banyak 
masyarakat yang skeptis dan memandang 
bahwa pemerintahan atau birokrasi di 

Indonesia sangat mengecewakan kinerjanya 
terutama akibat kompetensi yang rendah dan 
pengaruh KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) 
yang sudah mengakar dan membudaya. 
Penambahan penghasilan remunerasi juga 
disangsikan tidak diikuti pula dengan 
peningkatan profesionalisme aparat dalam tata 
kelola pemerintahan di sektor pelayanan 
publik. Hal ini dapat mengakibatkan tidak 
tercapainya tujuan mulia tunjangan kinerja 
yang merupakan imbalan/penghargaan atas 
tercapainya pencapaian target atau sasaran 
kinerja PNS sebagai abdi negara dan abdi 
masyarakat. Seluruh PNS diharapkan dapat 
menyadari konsekuensi tuntutan peningkatan 
kuantitas dan kualitas beban kerja serta 
perilaku kerja yang meliputi perubahan sikap, 
kedisiplinan dan moralitas Aparatur Sipil 
Negara dengan adanya remunerasi. Dari latar 
belakang masalah di atas dapat dirumuskan 
rumusan masalah sebagai berikut: 1.). 
Bagaimana perbandingan kesejahteraan dan 
kinerja PNS di Indonesia dan di Singapura ?. 2). 
Apa keunggulan Singapura dibanding Indonesia 
dalam manajemen dan sistem penggajian PNS?, 
3). Bagaimana keterkaitan pendekatan 
performance based pay dan merit system dengan 
perwujudan good governance? 
 
Kerangka Konseptual 
 
Pengertian Renumerasi 
 

Remuneration is the compensation that 
one receives in exchange for the work or services 
performed. Typically, this consists of monetary 
rewards, also referred to as wage or salary. A 
number of complementary benefits, however, are 
increasingly popular remuneration mechanisms. 
Remuneration is one component of reward 
management (wikipedia.org) 

Beberapa hal yang menjadi unsur 
pertimbangan pemberian remunerasi yaitu 
waktu, produktivitas, kualitas kerja, pelayanan 
konsumen, kreativitas dan ide-ide baru, 
pengembangan keterampilan baru, visi, 
komitmen, fleksibilitas, kemampuan bekerja 
dalam tim maupun kemampuan bekerja sendiri.  
Remunerasi PNS diartikan sebagai sistem 
penggajian yang dikaitkan dengan sistem 
penilaian kinerja yang bertujuan untuk 
memacu prestasi dan motivasi kerja PNS serta 
peningkatan profesionalisme sebagai usaha 
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perujudan pemerintahan yang bersih sebagai 
tujuan reformasi birokrasi. Remunerasi PNS 
didasarkan pada job grade dan Sasaran Kinerja 
Pegawai (SKP), juga program-program 
unggulan (Quick Wins) yang diterapkan pada 
beberapa kementerian/ lembaga. Sementara 
yang dimaksudkan dengan kesejahteraan 
merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy 
dan Livermore (2000), Thompson (2005) 
pengertian kesejahteraan sedikit nya 
mengandung empat makna: 

1. Sebagai kondisi sejahtera (well-
being)  

 Pengertian ini biasanya menunjuk 
pada istilah kesejahteraan sosial 
(social welfare) sebagai kondisi 
terpenuhinya kebutuhan material dan 
non-material. Kondisi sejahtera terjadi 
manakala kehidupan manusia aman 
dan bahagia karena kebutuhan dasar 
akan gizi, kesehatan, pendidikan, 
tempat tinggal, dan pendapatan dapat 
dipenuhi; serta manakala manusia 
memperoleh perlindungan dari resiko-
resiko utama yang mengancam 
kehidupannya. 

2. Sebagai pelayanan sosial 
 Di negara maju, pelayanan sosial 

umumnya mencakup lima bentuk, 
yakni jaminan sosial (social security), 
pelayanan kesehatan, pendidikan, 
perumahan dan pelayanan sosial 
personal (personal social services). 

3. Sebagai tunjangan sosial  
 Welfare di beberapa negara, diberikan 

kepada orang miskin, karena sebagian 
besar penerima dana kesejahteraan 
adalah orang miskin, cacat, dan 
pengangguran, keadaan ini kemudian 
menimbulkan konotasi negatif pada 
istilah kesejahteraan, seperti 
kemiskinan, kemalasan atau 
ketergantungan. 

4. Sebagai proses atau usaha 
terencana  

 Kesejahteraan yang dilakukan oleh 
perorangan, lembaga-lembaga sosial, 
masyarakat maupun badan-badan 
pemerintah untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan melalui pemberian 
pelayanan sosial dan tunjangan sosial. 

 

Performance Based Compensation  
 

Menurut bussiness dictionary, 
performance is the accomplishment of a given 
task measured against preset known standards 
of accuracy, completeness, cost, and speed. In a 
contract, performance is deemed to be the 
fulfillment of an obligation, in a manner that 
releases the performer from all liabilities under 
the contract. Sementara arti tunjangan menurut 
Kamus Besar Bahas Indonesia adalah 
tambahan pendapatan di luar gaji. Sedangkan 
istilah tunjangan kinerja muncul identik 
dengan adanya reformasi birokrasi yang 
diartikan sebagai fungsi atau bentuk dari 
keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi 
atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh 
seorang pegawai. Tunjangan kinerja individu 
pegawai dapat meningkat atau menurun 
sejalan dengan peningkatan atau penurunan 
kinerja yang diukur berdasarkan indikator-
indikator yang telah disepakati bersama.  

Sementara, remunerasi adalah semua 
bentuk imbalan yang diterima pegawai atas 
kontribusi yang diberikannya kepada 
organisasi. Pemberian remunerasi bersifat 
fleksibel, yaitu dapat bersifat langsung atau 
tidak langsung, dapat berbentuk tunai atau 
nontunai, dan dapat diberikan secara reguler 
atau pada waktu-waktu tertentu. 
  Dengan demikian hubungan remunerasi 
dengan kinerja adalah bahwa besarnya imbalan 
yang diterima dipengaruhi atau 
menggambarkan kinerja seseorang (pay needs to 
reflect performance). Konsep pay-for-
performance dalam dunia bisnis dan 
manajemen adalah sebuah pengulangan atau 
aplikasi dari teori Victor Vroom (1964), “the 
expectancy theory” yang berkaitan dengan 
motivasi. Vroom menyatakan bahwa individu 
memiliki serangkaian tujuan yang berbeda dan 
seseorang akan termotivasi apabila terdapat 4 
hal berikut : 1). Bahwa ada korelasi antara 
usaha dengan kinerja; 2). Bahwa kinerja yang 
baik akan menghasilkan hadiah/imbalan yang 
diharapkan; 3). Imbalan tersebut akan 
memuaskan kebutuhan-kebutuhan penting; 4). 
Keinginan untuk memuaskan kebutuhan cukup 
kuat untuk membuat segala usaha menjadi 
berarti.  
Performance related pay adalah sebuah sistem 
imbalan finansial bagi karyawan dimana 
sebagian atau semua kompensasi berkaitan 
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dengan bagaimana kinerja dinilai berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan. PRP dapat 
digunakan dalam konteks bisnis untuk 
mengetahui bagaimana kinerja individu, tim 
atau seluruh perusahaan dalam sebuah rentang 
waktu. Jobs with performance related pay (PRP) 
attract workers of higher ability and induce 
workers to provide greater effort (Booth and 
Frank (1999). Performance related pay lebih 
dikenal dengan sebutan Performance-based 
Pay (PBP). PBP is a compensation scheme that 
links employee performance with pay. It can be 
defined as a system of remuneration in which an 
individual's increase in salary is solely or 
mainly dependent on his/her appraisal or merit 
rating. Campbell and Campbell (1998) 
mendiskusikan merit pay dan menegaskan 3 hal 
penting yaitu : 1). as a tool for achieving 
competitive advantage ; 3). as a reflection of the 
norm of distributive justice ; and 3). .as a 
practice in line with employee motivational 
theories (such as expectancy theory). 
 

Bagan Conditions of Performance Based 
Pay 

 

 
 

Performance Based Pay (PBP) 
menitikberatkan pada relasi antara kinerja 
dengan remunerasi. Dalam pendekatan dan 
pengembangan SDM, kinerja sangat ditentukan 
oleh kemampuan individu. Dalam 
mengembangkan kinerja individu terutama 
aparatur birokrasi dalam pemerintahan 
menurut Evans (1992,1995), sebuah syarat 
penting yang dibutuhkan negara agar bisa 
berkembang adalah mewujudkan birokrasi 

Weberian yang dipertegas dengan memperluas 
perekrutan birokrat-birokrat berdasarkan 
standar-standar meritokrasi seperti ujian 
masuk, menawarkan imbalan dan karir jangka 
panjang yang jelas, juga dengan gaji yang 
kompetitif.  

Meritokrasi sendiri berasal dari kata 
merit atau manfaat, yang menunjuk kepada 
Meritokrasi kerap dianggap sebagai suatu 
bentuk sistem masyarakat yang sangat adil 
dengan memberikan tempat kepada mereka 
yang berprestasi untuk duduk sebagai 
pemimpin. Dalam pengertian khusus 
meritokrasi kerap dipakai untuk menentang 
birokrasi yang sarat dengan KKN terutama 
pada aspek nepotisme. 

Meritokrasi kerap dilihat lebih dari 
sekedar proses untuk menyaring bakat, namun 
juga proses untuk memberikan seseorang 
insentif agar melakukan kerja yang terbaik, 
menciptakan persaingan dan daya saing terbaik 
dari seseorang. Bakat seseorang karenanya 
berkembang menjadi potensi melalui kompetisi 
yang sengit terhadap pekerjaan, imbalan 
materi, status, dan prestise. Tanda yang 
mencolok dari keberhasilan meritokrasi terlihat 
dari kekayaan, kepemilikan dan mobilitas sosial 
yang dapat memicu ambisi seseorang untuk 
bekerja lebih keras. Fokus pada efisiensi dan 
kompetisi dapat menjelaskan prinsip 
egalitarian (non-diskriminasi dan persamaan 
kesempatan) sebagai aspek dari meritokrasi 
serta kebijakan komprehensif untuk 
mewujudkan kesejahteraan yang berasal dari 
ide-ide egaliter. 

Meritokrasi berkaitan dengan merit 
system dalam konteks 
manajemen/pengembangan sumber daya 
manusia. Istilah sistem merit (merit system) 
selama ini telah diartikan secara beragam oleh 
berbagai pihak. Bagi sebuah organisasi bisnis, 
termasuk di Indonesia, sistem merit digunakan 
khususnya dalam konteks manajemen 
remunerasi (penggajian/pengupahan). Bagi 
organisasi pemerintah, sistem merit diartikan 
sebagai kebijakan dan sistem dimana kenaikan 
gaji atau rewards sepenuhnya didasarkan pada 
tingkat prestasi kerja (kinerja) pegawai. Dalam 
merit system, personil yang berprestasi akan 
naik karier/jabatannya dan sebaliknya yang 
tidak berprestasi akan turun karier/jabatannya. 
Pengelolaan SDM yang didasarkan pada 
prestasi (merit) perlu melakukan perumusan 
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kebijakan yang meliputi pengukuran/penilaian 
prestasi, kejelasan/kepastian arah jenjang 
karier, promosi, rotasi atau demosi, dan sistem 
pelatihan (peningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan serta sikap kerja). Dalam 
perspektif manajemen SDM, terdapat siklus 
pembinaan SDM yang meliputi tahapan: 
penyediaan, pendidikan dan pelatihan, 
penggunaan, perawatan, dan pengakhiran, yang 
akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Penyediaan SDM 
2. Pendidikan dan pelatihan SDM  
3. Penempatan SDM  
4. Perawatan SDM adalah pemberian 

gaji/imbalan 
5. Pengakhiran SDM adalah proses 

melakukan pemutusan hubungan 
kerja. 

 
Manajemen Berbasis Kinerja 

 
Kinerja merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 
dalam mewujudkan tujuan organisasi, outcome 
hasil kerja organisasi dalam mewujudkan 
tujuan strategis yang ditetapkan organisasi, 
kepuasan pelanggan, serta kontribusinya 
terhadap perkembangan ekonomi masyarakat 
(Jackson,2005). Kinerja dapat dinilai dengan 
ukuran penilaian yang didasarkan pada 
indikator berikut (Arinanto, 2004) : 

1. Masukan (input), yaitu tolok ukur 
kinerja berdasarkan tingkat atau 
besaransumber dana, sumber daya 
manusia, material, waktu, teknologi, 
dan sebagainya yang digunakan untuk 
melaksanakan program dan atau 
kegiatan. 

2. Keluaran (output), yaitu tolok ukur 
kinerja berdasarkan produk (barang 
atau jasa) yang dihasilkan dari 
program atau kegiatan sesuai dengan 
masukan yang digunakan. 

3. Hasil (outcome), yaitu tolok ukur 
kinerja berdasarkan tingkat 
keberhasilan yang dapat dicapai 
berdasarkan keluaran program atau 
kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

4. Manfaat (benefit), yaitu tolok ukur 
kinerja berdasarkan tingkat 

kemanfaatan yang dapat dirasakan 
sebagai nilai tambah bagi masyarakat 
dan pemerintah. 

5. Dampak (impact), yaitu tolok ukur 
kinerja berdasarkan dampaknya 
terhadap kondisi makro yang ingin 
dicapai serta analisis manfaat. 

 
Tipe ideal birokrasi Weber. Dalam tradisi 

Weberian, birokrasi dipandang sebagai 
pernyataan rasional dan administrasi yang 
efisien (Breton&Wintrobe, 1985). Denhardt 
menyatakan bahwa organisasi birokrasi adalah 
yang paling efisien untuk mengendalikan orang 
banyak (Denhardt, 2000). Etzioni-Halevy juga 
menyatakan bahwa birokrasi sanggup 
menggapai derajat tertinggi dari rasionalitas 
dan efektivitas.  Efektivitas birokrasi berkaitan 
pula dengan efisiensi. Beberapa definisi 
efisiensi dari para ahli adalah sebagai berikut : 

1. a ratio between input and output, 
effort and results, expenditure and 
income, costs and the resulting 
pleasure (Slichter, 1950). 

2. to be efficient simply means to take the 
shortest path, the cheapest means, 
toward attainment of the desired goals 
; the attainment of maximum values 
with limited means ; The ratio between 
input and output (Simon,1976). 

3. obtaining the greatest output for a 
given level of resources (J. Q. Wilson, 
1989). 

4. resources or inputs should be used so 
as to produce an output in the cheapest 
possible way” (Johansson & 
Lofgren,1996) 

5. efficiency means producing a good or 
service at the lowest cost possible while 
maintaining a constant level of quality 
(Rainey,1997). 

6. efficiency is the maximum achievement 
of a given end with given resources, so 
it includes within itself the values of 
maximization and achievement 
(Diesing,1973). 

7. the efficiency of administration is 
measured by the ratio of the effects 
actually obtained with the available 
resources to the maximum effects 
possible with the available resources” 
(Waldo, 1984, p. 191). 
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Pada gilirannya kinerja aparatur yang 

baik akan menuju pada terwujudnya good 
governance. Menurut Doornbos (1995), secara 
logis dapat dikatakan bahwa dengan good 
governance yang memerangi korupsi, 
nepotisme, dan mismanajemen dapat 
menciptakan transparansi, akuntabilitas 
and prosedur yang tepat, sebagai alat yang 
efektif untuk digunakan sebagai pencapaian 
tujuan pemerintah, mengurangi kemiskinan, 
dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
dan negara yang sejahtera (the welfare state). 

 
Analisis: Keunggulan Singapura 
 

Singapura adalah pusat keuangan 
terdepan keempat di dunia dan sebuah kota 
dunia kosmopolitan yang memainkan peran 
penting dalam perdagangan dan keuangan 
internasional. A.T. Kearney menyebut 
Singapura sebagai negara paling terglobalisasi 
di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006. 
Dalam "Indeks Kualitas Hidup" menempatkan 
Singapura pada peringkat satu kualitas hidup 
terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. 
Singapura memiliki cadangan devisa terbesar 
kesembilan di dunia. Negara yang memisahkan 
diri dari federasi dan menjadi republik 
independen dalam Persemakmuran Bangsa-
Bangsa pada tanggal 9 Agustus 1965 ini 
memiliki sistem pemerintahan republik 
parlementer, dan Konstitusi Singapura 
menetapkan demokrasi perwakilan sebagai 
sistem politik nasional dengan partai yang 
dominan, Partai Aksi Rakyat (People’s Action 
Party).  

Keadaan politik di Singapura sangat 
stabil, Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi 
proses politik dan telah memenangkan 
kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan 
sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 
1959. Tampuk kekuasaan eksekutif dipegang 
oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang 
perdana menteri. Presiden Singapura, secara 
historis merupakan jabatan seremonial, 
diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa 
keputusan kunci seperti pemakaian cadangan 
nasional dan penunjukan jabatan yudisial. 
Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat, 
hanya pemilu 1993 yang pernah 
diselenggarakan sampai saat ini. Cabang 
legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen 

yang anggotanya terdiri dari anggota terpilih, 
non-konstituensi dan dicalonkan, namun 
mayoritasnya terpilih melalui pemilihan umum.  
Singapura memiliki hukum dan penalti yang 
meliputi hukuman korporal yudisial dalam 
bentuk pencambukan untuk pelanggaran 
seperti pemerkosaan, kekerasan, kerusuhan, 
penggunaan obat-obatan terlarang, vandalisme 
properti, dan sejumlah pelanggaran imigrasi. 
Sebuah survei oleh Political and Economic Risk 
Consultancy (PERC) mengenai eksekutif bisnis 
ekspatriat bulan September 2008 menemukan 
bahwa orang-orang yang disurvei menganggap 
Hong Kong dan Singapura memiliki sistem 
yudisial terbaik di Asia, dengan Indonesia dan 
Vietnam sebagai yang terburuk.  

Singapura beberapa kali masuk sebagai 
salah satu negara dengan tingkat korupsi 
terendah di dunia oleh lembaga Transparency 
International. Pada Tahun 2010 skor CPI 
(Corruption Perception Index) Singapura 
menempati rengking pertama, Hongkong ke-13, 
Malaysia ke-56, sementara Indonesia ranking 
ke-110 terkorup di dunia. Dalam hubungannya 
dengan tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah (public trust of 
politicians), Singapura memiliki skor +2,26, 
Hong Kong +1,84, sementara Indonesia -0,71 
(range governance score dari -2,5 sampai +2,5). 
Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong 
sendiri mengatakan bahwa politik bukanlah 
pekerjaan atau peningkatan karir, namun itu 
adalah panggilan untuk melayani demi 
kepentingan yang lebih besar di Singapura. 

Gambaran Reformasi di Singapura   

Early 1980's 
Penganggaran berbasis kinerja 
diperkenalkan. 

Mid 1980's 

Accounting management dan penetapan 
biaya berbasis aktivitas  
(activity-based costing) dalam kegiatan 
pemerintah diterapkan. 

Late 1980's 

KPI (Key Performance Indicator) sudah 
dipakai dan dijabarkan  
dengan jelas sebagai pedoman kualitatif 
maupun kuantitatif. 

Early to mid 
1990's 

Gaji PNS diukur/berpedoman pada gaji 
tertinggi sektor swasta. 

1990's 
Sistem korporasi mulai dijalankan dalam 
pemerintahan. 

Mid 1990's 
PS 21 (Public service for the 21th Century) 
digulirkan. 
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Manajemen dan Sistem Penggajian PNS di 
Singapura 
 

Sejak pertengahan dekade 90an, gaji 
pejabat tinggi di Singapura diukur dua per tiga 
dari gaji tertinggi di enam sektor swasta, di 
antaranya adalah akuntansi, perbankan, 
konstruksi, hukum, perusahaan manufaktur 
dan perusahaan multinasional. Pertumbuhan 
ekonomi juga menjadi tolak ukur bagi 
pemerintah dalam menentukan gaji. Saat 
kondisi ekonomi sedang memburuk pada 2008, 
Singapura memangkas gaji pegawai negeri, 
termasuk gaji Perdana Menterinya pada 2009. 
Pada 2008, Perdana Menteri Singapura Lee 
Hsien Loong menerima gaji 3,7 juta dolar 
Singapura atau sekitar Rp25 miliar. Namun, 
akibat krisis finansial global, pada 2009, gaji 
PM Lee diturunkan menjadi 3,04 juta dolar 
Singapura atau sekitar Rp 20 miliar per tahun. 
Pada saat ekonomi tumbuh, Singapura juga 
bermurah hari kepada para PNS. Sebut saja 
pada 2010, saat ekonomi negeri ini telah 
bangkit kembali, bahkan tumbuh 17,9% pada 
semester pertama. Menteri Perdagangan dan 
Industri juga memperkirakan produk domestik 
bruto (PDB) tumbuh sekitar 15 persen. Sebagai 
hadiahnya, pada akhir tahun 2010, PNS 
Singapura akan menerima dua bulan gaji. Satu 
kali gaji bulanan seperti biasa, satu kali lagi 
sebagai gaji ke-13. PNS Singapura juga akan 
mendapatkan gaji spesial yang dikenal sebagai 
bonus “pertumbuhan” yang jumlahnya 
bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan 
kinerja setiap individu. Pada saat itu, karyawan 
yang berprestasi akan menerima bonus sebesar 
1-1,6 kali gaji, sedangkan yang kinerjanya 
buruk tidak akan menerima bonus. 

Jika dibandingkan gaji Presiden di 
Indonesia dengan gaji perdana menteri 
Singapura akan terlampau sangat jauh, dengan 
para direktur BUMN dalam negeri gaji 
Presiden Indonesia terpaut jauh. Sebut saja 
dengan gaji Dirut Bank Mandiri yang 
penghasilannya per tahun mencapai Rp7 miliar 
atau lebih dari Rp700 juta per bulan. Gaji 
Presiden juga jauh di bawah Gubernur BI. 
Gubernur Bank Sentral itu mendapat gaji 
pokok Rp 41,1 juta plus tunjangan jabatan 
Rp121,4 juta per bulan. Jika ditambah dengan 
beragam tunjangan, Gubernur BI bisa 
memperoleh Rp2,4 miliar per tahun. 

Pada dasarnya terdapat dua lembaga yang 
mengatur tentang manajemen pegawai negeri 
di Singapura, yaitu Public Service Commission 
(PSC) dan Civil Service College (CSC). Public 
Service Commission merupakan lembaga 
independen yang didirikan untuk menjaga 
integritas, ketidakberpihakan, dan meritokrasi 
pegawai negeri. PSC bertanggung jawab dalam 
hal pengangkatan, promosi, pemindahan, 
pemberhentian dan penegakan disiplin 
terhadap para pegawai negeri. Adapun Civil 
Service College (CSC) merupakan sebuah 
lembaga pelatihan yang bersifat statutory board 
di bawah naungan Public Service Divison.  

Dengan visi The Heart of Learning 
Excellence & Development for the Singapore 
Public Service, CSC menjalankan misi 
membangun masyarakat Singapura untuk 
pelayanan publik kelas satu. (developing first 
class public service). CSC menyatukan PNS dari 
berbagai latar belakang dan memberi mereka 
kesempatan untuk terjun ke dalam jaringan 
untuk bertukar pandangan, membangun etos 
dan perspektif bersama, menciptakan 
lingkungan yang kondusif untuk dialog, berbagi 
pengetahuan dan belajar. Singapura 
mendasarkan kebijakan dalam pengelolaan 
PNSnya pada tujuan dan filosofi yang jelas.  
Dalam manajemen PNSnya, Singapura 
menganut 6 prinsip, yaitu:  

a. kompetisi terbuka dan meritokrasi 
dalam seleksi dan penempatan,  

b. keterbukaan dan objektivitas dalam 
penilaian, 

c.   reward dan recognition berdasarkan 
performance,  

2. tidak memihak dan tidak dapat disuap, 
membayar dengan ‘gaji bersih’ yang 
fleksibel, dan transparansi dalam 
pemberian imbalan.  

 
Penilaian tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan dan mempertahankan para 
pegawai yang berkompetensi tinggi untuk 
menciptakan dan memelihara pelayanan publik 
yang berkualitas tinggi. Sistem penilaian PNS 
dikenal dengan istilah 2P, yaitu pegawai dinilai 
berdasarkan Performance (kinerja) dan Potensi 
untuk mengerjakan tugas-tugas pada level yang 
lebih tinggi, yaitu dua level di atas tugasnya. 
Dengan besarnya dana yang dikeluarkan 
pemerintah setiap tahunnya, masyarakat 
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Singapura mengharapkan kinerja yang 
produktif dan profesional dari PNS.  

PNS di Singapura mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan dua minggu setiap 
tahun. Singapura termasuk negara kecil, 
namun sistem pemerintahannya bisa dibilang 
bagus. Keberhasilan Singapura dalam 
menciptakan pelayanan publik kelas dunia 
yang sangat efektif, responsif, dan 
berpandangan ke depan tentu tidak terlepas 
dari peran pemerintah Singapura sebagai 
penyelenggara pelayanan publik. Misi utama 
dari pelayanan publik negara Singapura adalah 
membangun masa depan dan mewujudkan visi 
warga Singapura, yaitu memberikan pelayanan 
publik kelas dunia (developing first class public 
service). Agar dapat memberikan pelayanan 
publik kelas satu, maka harus memiliki sistem 
manajemen yang bagus untuk menghasilkan 
SDM berkualitas dan memaksimalkan sumber 
daya yang dimiliki. Karena miskin akan sumber 
daya alam, maka Sumber Daya Manusia (SDM) 
merupakan salah satu sumber kekuatan 
kompetitif bagi Singapura untuk bersaing 
dengan negara-negara lainnya di Asia 
Tenggara.  

Di Singapura, PNS digaji dengan harga 
pasar yang bersaing sesuai dengan kemampuan 
dan tanggungjawabnya. Hal ini dilakukan 
untuk mendapatkan dan mempertahankan para 
pegawai yang berkompetensi tinggi untuk 
menciptakan dan memelihara pelayanan publik 
yang berkualitas tinggi (Suryanatha,2013). 
Sistem penerapan gaji pegawai negeri di setiap 
negara tentunya berbeda-beda. Masing-masing 
negara mempunyai sistem dan peraturan yang 
berbeda dalam menerapkan gaji para abdi 
negara. Pemberian kompensasi kepada PNS di 
Singapura mengikuti prinsip-prinsip sebagai 
berikut:  

1. Menggaji pegawai negeri sesuai 
dengan standar gaji yang berlaku di 
pasar kerja (market rates) serta 
sepadan dengan kemampuan dan 
tanggungjawabnya. 

2. Gaji yang dibayarkan mengikuti 
perkembangan gaji di sektor swasta 

3. Gaji dibayarkan dalam bentuk uang 
tunai 

4. Kompensasi beralih dari sistem 
pensiun kepada skema CPF (Central 
Profident Fund). 

5. Sistem gaji fleksibel yang dapat 
mengikuti perkembangan kondisi 
ekonomi. 

6. Sistem gaji yang diberlakukan 
memperkuat hubungan/keterkaitan 
antara gaji dan kinerja.  
 
 

 Gaji tahunan yang diterima oleh seorang 
pegawai negeri di Singapura terdiri dari gaji 
bulanan selama 12 bulan, gaji tambahan 
sampai sebanyak 3 kali gaji bulanan pada 
kondisi normal (untuk tahun 2004 diberikan 
tambahan sebanyak dua kali gaji bulanan), 
bonus khusus dan bonus kinerja. Dalam hal 
pembayaran bonus yang terkait dengan kinerja 
(performance- related pay), pemberian bonus 
kinerja berlaku bagi seluruh pegawai di semua 
tingkatan tetapi dibedakan antara mereka yang 
kinerjanya luar biasa dengan yang biasa-biasa 
saja. Setiap kementerian diberikan fleksibilitas 
untuk mendistribusikan bonus yang disediakan, 
tetapi tidak boleh melebihi jumlah total yang 
telah ditentukan.  
 Selain gaji dan bonus di atas, para 
pegawai negeri di Singapura juga diberikan 
tunjangan (allowance). Pemberian tunjangan ini 
didasarkan pada kriteria: 1). Tugas-tugas yang 
memerlukan tanggungjawab tambahan atau 
tugas-tugas yang berat dan sukar;. 2). Tugas-
tugas yang beresiko tinggi; 3). Pegawai negeri 
yang bekerja di lingkungan yang tidak 
nyaman/tidak menyenangkan.  
 Pemerintah Singapura setiap tahun 
melakukan review terhadap gaji pegawai untuk 
memperoleh perbandingan antara gaji di sektor 
pemerintah dengan gaji yang berlaku di sektor 
swasta berdasarkan equivalent job markets dan 
kualifikasi pendidikan. Review ini juga 
dimaksudkan untuk memonitor kondisi 
kesehatan (state of health) dari masing-masing 
pelayanan. Review tahunan ini tidak selalu 
diartikan sama dengan revisi gaji tahunan. 
Revisi gaji dilakukan terhadap kondisi 
pelayanan tertentu tergantung dari kondisi 
kesehatan pelayanan yang bersangkutan. Yang 
menjadi pertimbangan utama dalam 
melakukan revisi gaji ini adalah daya saing 
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pasar (market competitiveness).  Adapun 
instrumen yang digunakan untuk melakukan 
review gaji tahunan ini adalah:  

1. Penyesuaian terhadap gaji bulanan 
2. Bonus kinerja  
3. Komponen penyesuaian pasar (market 
adjustment component/MAC) 
4. Hak untuk tetap memiliki hadiah 
(retention bounty.  
 

Singapura juga memiliki sebuah dewan yang 
bertugas memberikan rekomendasi terhadap 
penyesuaian gaji pegawai negeri setiap 
tahunnya. Gaji yang disesuaikan berdasarkan 
rekomendasi National Wage Council ini berlaku 
mulai bulan Juli setiap tahunnya bagi seluruh 
pegawai negeri. Pegawai Negeri di Singapura 
memiliki empat divisi hierarkis dan beberapa 
yang berperingkat pejabat "supergrade". Pada 1 
Januari 1988, terdapat 493 perwira supergrade, 
termasuk Sekretaris tetap kementerian dan 
departemen sekretaris dan persentasenya 
kurang dari 1% dari 69.700 pegawai negeri yang 
ada. Divisi satu terdiri dari administrasi senior 
dan professional posting, yaitu 14% dari 
pegawai negeri. Tingkat tengah divisi dua dan 
tiga berisi pegawai-pegawai berpendidikan dan 
pekerja khusus yang melakukan pekerjaan 
pemerintah yang paling rutin. Divisi empat 
terdiri dari manual dan pekerja semi-skilled 
yang terdiri atas 20% dari pegawai negeri. 
Pelayanan publik di Singapura ini 
diselenggarakan oleh kementerian dan statutory 
board (ada 15 kementerian dan 63 statutory 
board). Statutory board merupakan lembaga 
pemerintah yang diberi otonomi untuk 
melaksanakan fungsi operasional dan bersifat 
self funding.  
 
Kesimpulan dan Rekomendasi.  

 
Indonesia dan Singapura memiliki 

tingkat kesejahteraan yang sangat jauh 
berbeda, seperti yang terlihat dari gaji atau 
penghasilan yang diterima oleh seorang 
birokrat, mulai dari kepala negara, pejabat 
negara hingga seorang PNS pada level 
terbawah. Hal ini disebabkan karena 
pertumbuhan ekonomi Singapura yang sangat 
cepat dibanding Indonesia dan juga karena 
Singapura memiliki kekuatan pada SDM yang 
lebih dibanding Indonesia, terutama dalam hal 
kinerja. Dengan prinsip meritokrasi, merit 

system adalah dasar bagi rekrutmen dan seleksi 
pegawai. Singapura menerapkan performance 
based pay sebagai sistem penggajian PNS yang 
didasarkan atas kinerja yang dihasilkan.  
Indonesia menerapkan pula sistem ini pada 
tunjangan kinerja atau yang dikenal PNS 
sebagai remunerasi, namun belum merata dan 
belum sebesar jumlah PBP di Singapura yang 
menjadikan gaji di perusahaan swasta terbesar 
sebagai patokan. Indonesia juga belum memiliki 
komite independen khusus yang mengkaji 
besaran gaji PNS seperti di Singapura. 
Pengembangan SDM dan manajemen kinerja di 
Indonesia belum rutin dan intens dilakukan 
seperti di Singapura, sehingga kualitas PNS di 
Indonesia juga jauh tertinggal. Kinerja 
birokrasi Singapura sangat profesional dan 
bersih dari KKN ditandai dengan tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintahannya yang sangat besar. 
Sementara Indonesia meski telah cukup lama 
menggaungkan reformasi birokrasi masih 
belum dapat mewujudkan good governance 
seperti Singapura. Meskipun gaji PNS belum 
setinggi di Singapura namun profesi ini 
diminati banyak masyarakat. Ribuan bahkan 
jutaan orang selalu bersaing memperebutkan 
kursi PNS. Pekerjaan sebagai pegawai negeri 
memiliki prestise yang tinggi di Singapura dan 
terdapat kompetisi yang cukup ketat untuk 
posisi pegawai negeri dan dewan perundang-
undangan. Sampai sekarang pemerintahan 
Singapura dikenal sebagai salah satu birokrasi 
paling efisien dan paling rendah tingkat 
korupsinya di dunia. Tingkat kesejahteraan dan 
gaji PNS di Singapura masih menjadi salah 
satu yang tertinggi di dunia, sementara PNS 
Indonesia masih belum dapat menikmati 
kesejahteraan yang sama. 

Indonesia dapat belajar dari Singapura 
dalam banyak hal, terutama birokrasi dan 
pemerintahan yang bersih dari KKN, 
penerapan performance based pay dan 
peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi. 
Meritokrasi sebagai prinsip ideologi lebih 
dioptimalkan agar senantiasa tidak 
menyimpang. Indonesia juga harus melakukan 
perbaikan sistem perekrutan PNS yang 
berdasarkan kompetensi. Sistem pemberian 
sanksi kepada PNS yang berkinerja rendah 
harus dipertegas. Sistem kenaikan pangkat dan 
penggajian harus berdasarkan prestasi kerja, 
bukan hanya dilakukan secara berkala dan 
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mengabaikan pengukuran pencapaian 
sasaran/target kerja. Proses penilaian kinerja 
aparat PNS baik itu berupa DP3, SKP atau 
PPK tidak ditujukan untuk kepentingan 
administrasi semata, tetapi lebih sebagai 
bagian integral untuk meningkatkan kinerja 
dan produktivitas pelayanan publik. Oleh 
karenanya, butir-butir penilaian yang bersifat 
subyektif harus dieliminasi dengan 
menempatkan butir-butir penilaian substantif 
yang berkaitan dengan kontribusi seseorang 
terhadap proses penyelenggaraan pelayanan 
publik. Reformasi itu sangat perlu dilakukan 
agar Indonesia bisa memiliki birokrat atau PNS 
yang berkualitas, kompeten, profesional, dan 
berdedikasi penuh pada negara sehingga bisa 
membawa kemajuan bagi Indonesia. Indonesia 
patut mencontoh sistem birokrasi di negara ini 
agar negara bisa lebih maju.  
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